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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Penegakan hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga masyarakat
Indonesia tanpa diskriminasi. Penegakan hukum sekaligus merupakan salah
satu indikator negara hukum.Oleh karena itu, dalam rangka kemajuaan
teknologi komputer di Indonesia masalah penegakan hukum harus mendapat
prioritas.t
Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya
norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas
atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk
menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur
penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.”
Penegakkan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada
hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yaitu :*
1. Takut berbuat dosa
2. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum
yang bersifat imperative

3. Takut karena malu berdosa*

Lhttps://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum, diunduh pada
Rabu tanggal 20 Nopember 2019

2 https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html, diunduh pada Rabu
tanggal 20 Nopember 2019

® Sri Endah Wahyuningsih, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda
Jateng, Jurnal, September 2017



Berdasarkan pendapat Sri Endah Wahyuningsih, bahwa hukum
bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tuntutan
pembangunan serta mampu menjawab perkembangan masyarakat baik di
tingkat nasional dan global. Pembangunan hukum bertujuan untuk
mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan
system hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan
integritas bangsa, serta memberi patokan, pengarahan dan dorongan dalam
perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanakan
hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga
karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu
harus ditegakkan.

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.
Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan,
yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.’

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang
mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang
kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya
tidak boleh menyimpang: (meskipun dunia ini runtuh hukum harus

ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum

*Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Juli, 2013
*Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 181



merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti
bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang, diharapkan dalam
keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena
dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum
bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban
masyarakat.

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak
dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para
anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti
pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum.

Setiap personel penegak hukum pasti diikat oleh aturan atau undang-
undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri
diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2003
tentang Pelanggaran Disiplin  Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, banyaknya
aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa
profesional dalam diri sebagian anggota Polri, karena masih banyak terjadi
hal-hal yang merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian.

Dimana di satu sisi polisi diharapkan sebagai penegak hukum tetapi



sebaliknya polisi melakukan pelanggaran terhadap profesi etika kepolisian

sendiri.

Guna menjamin kemampuan profesi kepolisian dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya, disebutkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa pembinaan kemampuan profesi

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui

pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta
pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan,
dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yaitu bahwa:®

(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat
pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi
pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
lingkungannya.

(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian tersebut di atas, telah diterbitkan Peraturan

Kapolri No. Pol. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

®Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia



Negara Republik Indonesia yang isinya memberikan pedoman bagi anggota
Polri dalam bertindak dan menjalankan tugasnya. Namun demikian, segala
pengaturan tentang kedisiplinan dan etika tersebut di atas tentunya tidak akan
dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya upaya penegakannya.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat
dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan
tercapainya profesionalisme Polri.Sangat tidak mungkin penegakan hukum
dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak
disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan
Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan
kejahatan yang terjadi di masyarakat.Kondisi melemahnya disiplin dan
profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi
pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai
media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota
Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota
Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan
sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang
menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan
sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung

tinggi hak asasi manusia.



Dalam kenyataan yang terjadi di Polda Jawa Tengah, ada sebagian
oknum anggota kepolisian yang bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan
etika profesi kepolisian atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan
pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian.Pelanggaran ataupun
perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik
kepolisian ini tentunya berakibat hukum bagi oknum anggota yang
melanggar.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi di
Polda jawa Tengah akan diprosessesuai dengan aturan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Peraturan
Kapolri No. Pol. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia.Salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk
Devisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan
pengamanan di lingkungan internal organisasi POLRI disingkat Devisi
Propam Polrisebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat
Markas Besar yang berada di bawah KAPOLRI.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas penulis tertarik
untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan penegakan kode etik kepolisian
melalui  penulisan Tesis dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK DALAM

PELAKSANAAN TUGASNYA DI POLDA JATENG”.



B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan
pelanggaran terhadap kode etik dalam pelaksanaan tugasnya di Polda
Jateng ?

Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang
melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam pelaksanaan tugasnya di

Polda Jateng ?

. Bagaimana penyelesaian hambatan dalam penegakan hukum terhadap

oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam

pelaksanaan tugasnya di Polda Jateng ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini

adalah :

1.

Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penegakan hukum
terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik
dalam pelaksanaan tugasnya di Polda Jateng

Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam penegakan hukum
terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik
dalam pelaksanaan tugasnya di Polda Jateng

Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian hambatan dalam
penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran

terhadap kode etik dalam pelaksanaan tugasnya di Polda Jateng ?



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
terhadap ilmu pengetahuan tentang kode etik kepolisian khususnya bentuk
pertanggungjawaban oknum anggota Kepolisian yang melakukan

pelanggaran kode etik Kepolisian khususnya anggota Polda Jawa Tengah.

2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
para penegak hukum, khususnya anggota Kepolisian. Bahwa semua
anggota Kepolisian sama di hadapan hukum, apabila ada yang melanggar
tetap dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi

anggota Kepolisian.

E. Kerangka Konseptual

1) Tinjauan tentang Kepolisian

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian
adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam
Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan
lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah

satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan



ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan
pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ
pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan
kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia).Tugas pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah (Pasal 13): memelihara keamanan dan
ketertiban ~ masyarakat,menegakkan ~ hukum, dan  memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Tinjauan Umum Tentang Kode Etik
Kode etik Profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman
moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar
kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para
anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek.Dengan
demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan
sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau

seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat



dalam menjalankan profesinya.Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam
kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.”

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi
itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota
yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi
lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik
unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.Demikian
pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi
polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian
tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah
diatur secara normatif dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Polri yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepolri, dalam Pasal 4
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa kepolisian Negara
Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri
yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib
dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat, serta terselenggaranya ketentraman
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga Kode
Etik Profesi berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.?

Dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

disebutkan bhahwa:

7 Soebroto, Wewenang Kepolisian Dalam Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta, Bunga Rampai
PTIK, 2004, hal. 41
®Ibid, hal. 45
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(1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi
Polri;

(2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi
pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di lingkungan polri; dan

(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan
keputusan Kapolri.

Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkanyaitu :

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat

Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan
(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi
Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Polisi merupakan parat penegak hukum, tetapi dalam kenyataan
yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak
sesuai dengan etika profesi kepolisian atau dalam arti kata ada sebagian
polisi  melakukan pelanggaran terhadap kode etik  profesi
kepolisian.Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang
tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum.
Permasalahan kedua dapat diberikan jawaban bahwa penyelesaian
pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya
tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang

disiplin dikarenakan adanya deadline atau batas waktu pelaksanaan sidang
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disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19
Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/1X/2004. Setelah Pelaksanaan sidang
disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan
umum sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003
tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota
Kepolisian RI.°
3) Tinjauan Umum Tentang Profesi dan Pengamanan (PROPAM)
Profesi dan Pengamanan (PROPAM) adalah salah satu wadah
organisasi Polisi Republik Indonesia (POLRI) berbentuk Devisi yang
bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di
lingkungan internal organisasi Polisi Republik Indonesia(POLRI)
disingkat Devisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf
khusus Polisi Republik Indonesia (POLRI) di tingkat Markas Besar yang
berada di bawah KAPOLRI."
F. Kerangka teori
1. Teori Sistem hukum
Menurut Lawrence M. Friedman teori hukum yang efektif dan
berhasil tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum
(substance of the law), struktur hukum (struktur of law), dan budaya

hukum (legal culture). Keterangan dari teori Lawrence M Friedman tiga

°Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Yogyakarta:Laksabang
Mediatama, 2005, hal. 54

"http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, diunduh pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019
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unsur sistem hukum yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai
berikut ;™
a. Substansi Hukum (substance of the law )

Subtansi hukum bisa dakatakan sebagai norma, aturan, dan
perilaku nyata manusia yang berada pada sestem itu, di dalam subtansi
hukum ada istilah ““ produk™ yaitu suatu keputusan yang baru di susun
dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan
di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada
KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat
di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, system ini sangat
mempengaruhi system hukum di Indonesia.Peluang besar bagi seorang
pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang
menyalahi hukum itu sendiri.Sudah banyak kasus yang terjadi di
Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para
pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada.Subtanci
hukum juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya
aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).Sebagai
negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa
Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah

menganut Common Law).

ile:///E://KETIKAN%202018/AKPOL/S2%202019/teori%20lawrence%20m%20friedmen.htm,d
iunduh pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019
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b. Struktur Hukum ( legal structure)

Struktur hukum , yaitu kerangka bentuk yang permanen dari
sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-
batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan,
jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang
digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan
badan legislative.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur
Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini
disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya
hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU
No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).Kewenangan lembaga
penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat
berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang
kredibilitas, kompeten dan independen.Seberapa bagusnya suatu
peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat
penegak hukum vyang baik maka keadilan hanya angan-
angan.Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan
penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak

faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum
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diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen
yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas
bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam
memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas
penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila
peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik,
kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang
banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum
kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak
polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan tilang tapi
akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tak ada surat
izin dan lain sebagainnya. Sebagai penegak hukum seharunya bisa
menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi
musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat akan lagi
mempercayai eksintensi penegak hukum di negeri ini.

. Budaya Hukum (legal culture)

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial
dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,
dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan
budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan
dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai

yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah
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laku yang berkaitan dengan hukum.Demikian juga kesenangan atau
ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum.
Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain
dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum
memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik
masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang
disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat
dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan
bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak
berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin,
substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin,
sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang
memutuskan  untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta
memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem
hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan
dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah
bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan
lembaga permasyarakatan.Interaksi antar komponen pengabdi hukum
ini menentukan kokoh nya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya
hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga

terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian,
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hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum
dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan

budaya hukum.

2. Teori Efektifitas hukum

Teori Efektifitas yang dikemukakan Soejono Soekanto dapat
diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang
telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah
sebuah peraturan, efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan
nyata oranr-orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum. Keefektifan

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, diantaranya yaitu :*?

a. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan
ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,
hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan
yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu
prosedur yang telah ditentukan secara normatif.Justru itu, suatu
kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum
merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau
tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Tidak berarti setiap
permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis,

karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat

“https://knowledgeisfreee. blogspot.com/2015/10/pengertian-penegakan-hukum-kedasaran.html,
diunduh pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019
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mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap
warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk
menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.
. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas
penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah
baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu,
salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian penegak hukum.Di dalam konteks di atas
yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa
selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk
mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya
hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak
hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering kali
timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang
melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap
melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh
kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat
lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah
pendidikan Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung

pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal
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polisi mengalami hambatan di dalam tugasnya, diantaranya adalah
pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus
yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut
karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum
siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang haruus diemban oleh
polisi begitu luas dan banyak.Oleh karena itu, sarana dan fassilitas
mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.
Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak
hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang
aktual.
Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat
atau kelompok sedikitnya banyaknya mempunyai kesadaran hukum,
persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan
hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan
hukum masyarakat terhadap hukumm, merupakan salah satu indikator
berfungsinya hukum yang bersangkutan.Sikap masyarakat yang kurang
menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan
bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata
urusan polisi, serta kengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya.

Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.
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e. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan
soal kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis
pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa
yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.Kelima faktor di atas
saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam
penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor
penegakan hukumnya sendiri meruakan titik sentralnya. Hal ini
disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum,
penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan
hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan
masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk
kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer

di lapangan.™

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa
penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan

tertulis yang berhubungan dengan Kajian Hukum Tentang Pelanggaran

> Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 11, UI Press, 2007, hal. 5
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Oknum Polisi Terhadap Pelaksanaan Tugasnya (Studi Pada Polda Jawa

Tengah).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu
penelitian yang bertujuan mengetahui Kajian Hukum TentangPenegakan
Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Di Polda Jateng
Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu
metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara
sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau
mengenai bidang tertentu seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-

gejalanya.Penelitian ini berusaha menggambarkan siatuasi atau kejadian.**
3. Metode Penentuan Sampel

Metode penetuan sampel yang digunakan adalah purposive non
random sampling yaitu dimana peneliti menentukan pengambilan sampel
dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan
penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.
Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus

berdasarkan tujuan penelitiannya.*

Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya

yang ada pada peneliti.Adapun sampel yang diambil adalah kasus

“ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 7
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara,
Jakarta, 2011, hal. 45
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pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian di Polda Jawa

Tengah.

4. Sumber dan Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan
data primer.
1. Data primer'®
Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya,
yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Brigadir
Deni Widodo Bamin Urbinetika Subbidwabprof Bidpropam Polda
Jateng.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan
untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-
pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan
permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :
a. Bahan hukum primer
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
4. Perkap No 14 Tahun 2012 tentang system Manajemen

Penyidikan Tindak Pidana.

¢ peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6,
2010, hal. 140
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5.Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2003 tentang Pelanggaran
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
b. Bahan hukum sekunder
Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut
masalah judul
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer
dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya
5. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai

berikut :
1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara
tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari
literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum

lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.
2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat

primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan
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mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan

judul tesis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu
analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk
angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja.Data
yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian
diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum
dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk
penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang
dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara
bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi
pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun

sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah,
Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka
konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika

penulisan.

24



BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-
peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori
tersebut meliputi Kepolisian, Tinjauan tentang Kode etik, Tinjauan tentang

Propam, Tinjauan tentang penegakan hukum

BAB 111 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitain dan
pembahasan mengenai Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum
Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam pelaksanaan
tugasnya di Polda Jateng, Apa hambatan dalam penegakan hukum
terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik
dalam pelaksanaan tugasnya di Polda Jateng, Bagaimana penyelesaian
hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang
melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam pelaksanaan tugasnya di
Polda Jateng

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang

mungkin berguna bagi para pihak.
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